
GUBERNUR RIAU

PERATURAN COBDRNUR RIAU

NOMOR

TDNAANG

NILAI JUAL KENDARA,AJ{ BERMOTOR DAN NILAI JUA'' OBAII BENTUK
-.-- 

TPNOENA-qN SPFMOTOR FEMBUATAN SEBDLVM TAHUN 2OT9

DENCAN RAHMAT fUIIAN YAI{G MAIIA ES'!

GT'BERNUR RIAU'

i ballwa untuk meLal{sanakd ketentuan Pasal t8 Pe'aturan Menteri

Dalan Neseri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghilungan Dasar
P€neen-a Ddr"k Kerodra.r B'-To or dar Be' Bdlil N"nE
Ken"diad Be:roror chLn lOI9, p'rlu 

' 
cnp(apkdn PPr_ ' d

uubernur r-n dns \i1". ,ual K"noard.n Bcrroror o"n Nrld r"
( o-h Benruk (;dard"r Bqmoro PFmbr r'an SrbFlun f4 rn

2AI9t

: 1 Pasal 18 ayal (6) Uodang_Undanc Dasar Nega'a Republik
Indonesia Tanun 19451

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun i95a tentang Penetapan
Undang-Unddg DaruEt Nomof 19 Tahun 1957 tenlang
Pemb;tukan Daeran daerah Sivatantra Tingkat I Sumatera
Barai, Jambi daD Riau (Lembaran Negam Republik Indonesia
talun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran

NegaF Rebublik lndonesia rahun 1958 Nomor 112,'fambahan
LFmba-a Npe.re R_publk lr do "r" l6a(

3. Unddg Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lnltas
dan Angkutd Jdo (Lembaran Negara Republik Indonesia
T.nun 2OO9 Nomor 96, Tambanan Lcmbaran Nega.a RePublik
Indonesia Nomor s02sl;

4, Unddg-Unddg Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak DaeFh'
dd Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
'lahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nega.a Republik
lndonesia Nomo. 5049)j

5. Undang-Undang Nomor 23'fahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndon€sia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebaeaimana telah diubah bebcapa kali terakhir
dengd Undalc-Undang Nomor 9 'tahun 2015 bntang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negaa
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturd Pemerintah Nono. 55 'fahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dd Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(L€mbdm Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 244,
T@balan Lembaran Nesafa Republik Indonesia NoFor 5950)l
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7. Peraluran Menreri DaLm Negeri Nomo. a0 Talun 2015
tentang Pembenrukan Produk Hukum Daerah (Beita Negara
Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) s€bagaimana
telan diubah dengan Peraturan Mente.i Dalah Nege.i Nomor
r20 Tahun 2014 tentdg Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 'fahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Dae.ah (Berjia Negara Republik lndonesia
Tahun 2019 Nomor 1s7);

a. PeEtufan Menteri Dalam Nege.i Nomor 14 Tahun 2019
tentang Penghitungan Dasar Pengeraan Pajak (endaraan
Be.motor da! Bea Balik Nama Kenda.aan Bermotor Tahun
2or9 (Berita Nega.a RepubLik hdonesia 'fahun 2019 Nomor
3641t

9. Peraturar Daerah P.ovinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pajar! Dae.ah (Lembard Daerah Provjnsi Riau Tahun 2011
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengd Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 201a tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daeiall Provinsi Riau Nomo.
a 'lahun 20rr tuntdg Pajak DaeEh (kmbaran Dae.ah
Provinsi Riau'fahun 20la Nomor l5);

10. Pe.atu.an Gubernui Riau Nomor 8 Tahun 2012 rentang
Petunjuk Pelaksdaan Pajak lcndaraan Bermoror dan Bea
Ealik Nama Kendaraan Bermotof (Berjta Daerah p.o'insi Riau
Tahun 2012 Nomof 8lj

MEMUTUSXAN:

PERATURAN GUBERNUR fENTANG NILAI JUAL KENDARAAN
BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARSAN
AERMOIOR PDMBUATAN SDBELT'M TAHUN 2019.

BA! I
ITETENTUAN VMUM

pisat I
Dalam Peraturan Cubernur iniyang dimaksud dersar:
t. Daerah adalah Provinsi Riau.

2. Gubernu! adalal cubernu. Riau.
3. (epala Badan adalah (epala Badan p€ndapaian Daerah

4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda bese(a
gedengannya ydg digunal{d di setuua jelis jaLan darat dan
digerakan oleh peralatan teknik berupa moto. a.au leralarand'nnyd )cng be--uaB{ ur ' \ mensubrrr .rr', ,Jmoe.dry.
enerE' rPr'e . u npni"di lend€a gp-.k l-r d.r4,1 oer no,o, .. .g
Dersangkutan, te.hasuk atar alat berat dar ala!_alat besar yang
dalam operasi mensgunat{d roda dm motor dan tidak meiekai
secara pdmanen sella kendaraan bermotor yang diope.asikan
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5. K€nddad Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan
ymg memiliki izin angkutan umum baEns dan/aiau orang
dengan dipungut baydan.

6. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang
menyediako jasa angkutan orarg dan/atau barang dengan
KendanaD Bermotor Umuo,

7. Pajak Xendaraan Bemoto. yang selanjutnya disingkat PKB
adalah pajal< atas kepemjljkd dan/atau lenguasaan
Kendaraan Be.motor.

L Bea Ealik Nama K€ndaraan Bermotor yans selanjuinya
disinakat BBN KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik
Kendaraan Be.hotor sebagai akiba! perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaad yans te.jadi karena juat beli,
tukd menukarj hibah, warisan, atau lemasuka ke dalam

9. Kendaf@n Eelmotor Uban Bentuk adalah kenda.en bermotoryang mengalami perubanan teknis i]an/atau seria

10. Alat Alat Beiat dan Alat,Alat Besar adabn aht-alar be.at dan
alat alat besar yang dalm operasinya menggunaka! roda dan
moto. dan tidak melekat secara permanen.

1 I . Nilai Jual Kendard Bemotor yang selanjutnya disingkat NJ KB,
adalah Hafga Pasard umum atas suatu kenaaraan oemorcf.

12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjut.ya
disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umutu atas
suatu Kenddaan Bermotor yang mengatMi perubahan teknis
dan/atau serta pensgunaannya.

13. Harga Pasa.an Umum lang selanjutnya disingkat HpU adatah
hdga rata-rata yang diperoLeh dari berbagai sumbe. data yang

14. Tanun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/alau rahun
yang ditetapkan berdasdkan regisrasi dan identifikasi oleh
pibal{ beNenang.

15, Umur Rangka/Body adalah umur KendaFar B€fmoror di ai.
ydg dihitung da.i'fahun Peftbuatan Rangka/Body.

16. Umur Motor adalah umur tuotor Kendaraan Bermotor di air
yang dihitung dari Tahun Pembuatan.

BAB II
\'ENIS KDNDARAAN BERMOTOR

Pasat 2

Jenis Kendaraan Bermoto. meliputj :

a, Kendaraan Bemotor selain yhg
berat dan alat atat besa.;

dioperasikan dr rir, 6laLaia!

b. Kenda.aan bermotor yang dioperasikan di airi dan
c. Kenddaan bermotor atat atat berar dan aiat atar besar.



Pasal 3

Kendaraan Bemotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

a, mobil lenumpangyug terdiridari s€dsn,jeep dan minibus;

b. mobil bus yang terdiri ddimicrobus dan busj

c. mobil baEng yang terdirl dari mobil barang, pick up, lighi t.uck

e. alalalat berat dan alat-alat besar; dan

t sepeda motor rcda dua dd .oda tiga.

Pasal 4

Penghitunga! dasaf pengenaan PkB berdasarkan pe.kalian dai 2

a, NJKB; daD

b. Bobot yang mencerminkm seca.a rclatif tingkat ke.usakan
jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan
kendaraan bermotor.

Pasal 5

(1) NJKB sebagaimma dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk
kendaraan bermotor pembuaran sebelum tahun 2019
ter.@tum pada (olom 7 Lampiran I dan me.upakan bagian
ydg tidak terpisahkan dari Pe.atu.d Gube.nur mr.

(2) DaLan hal NJKB suaiu kenddaan bermoto. bnun pembuatan
sebelum tahun 2019 ridak diketahui, NJKB dapat ditentukan
beidasarkan sebagian atau seluruh lal<tor lakto. :

a. NJ(B kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/alau
satuan tenaga yang sama;

b. NJKB kendaraan bermotor menurut penggunaan
kendafaan bermotor dergan me.ek kendaraan be.tuotor

c. NJKB kenda.aan bermotor dengan merek kendafaan
bermotor yang sama;

d. NJKB kendaraan bermotor dengan tahun petubuatm
kendaraan bermoto. yang samaj

e. NJKB kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan

L NJKB kenda.aan bermotor dengan l<enoaraan De.ftoror

g. hdga kendaraan bemoror berdasarkan dokumen
Pemberiiahuan impof Barang (PIB).

(3) Dald hal faktor faktor sebasaihaa dimaksud pada ayat (2)
tidak diketahui, dapat merujuk kepada NJEE Kendaraan
Bc-mo,o, de 81n Fn:". ipr mp.el re g <mJ oergan rJ.B
drtetapkan di wilaya| Provinsi lainnv€.



(a) Penetapd NJI(B dengan faktur nilai Iata-rata tingkat
inflasi/denasi sebasaimana dimaksud dalam ayat (3J

menggunakan tahun dasar NJKB yang tercanlum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ddi
Peraturan Gube.nur ini.

(5) Dalan hal hdga kendaFd betuotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf g diketahui, NJKB ditetapkan seb€lum
dikenakan pajak.

Pasal 6

{1) NJKB Ubah Eentuk scbagai dasar pengenaan PI(B dan BBN
KB dihitung dari bentlrk dasar, ditetapkan berdasarkd hasil
penjumlahan NJKB dengan nilaijual ubah bentuk.

(2) NJKB dan nilaijual ubah bentuk sebagaihana dimaksud pada
ayat (1) tercantum Lampiran II dan meiupakan bacian yanc
,.d8k re p s€' k"- ddr Pe-a.u-da .ube nu- ini.

Pasal T

(1) Bobot sebagaimda dimaksud dalam Pasal 4 hurul b
dinyatakan dalam koefisien yang nilainya l (satuj sampai
dengan 1,3 (satu koma tiga).

(2) Koefisien sebagainana dimaksud pada a'at {l) ftelipLrti :

a. sedan nilai (oeisien sama dcngan I 02s (satu koma nol
dua puluh lima)l

b. jeep nilai koensien satua dengan r,0s0 (satu koma nol lima

minibus nilai koensien sama dengd 1,050 (satu kona nol

microbus nilai koefisien sama dencan 1,0a5 (satu koma nol
delapan puluh lina);

e. bus niLai koellsien sda dengan r,1 (satu kotua satu);
t pick up nilai koefisien sama dengd r,085 (saru koma nol

delapan puluh lima)j

g. light t.uck nilaj koensien sama dengan 1,3 (sarlr koma tiga);

h. truck miiaj koensi€n sama dengd 1,3 (satu kona tiga);
i. blind van nilai koefisien sama dengan 1,0a5 (satlr koma nol

<lelapd puluh lima); dan
j. mobil roda tiga, sepeda motor foda dua dan s€peda motor

roda tiga nilai koellsjen sma densan t (saru).

(3) Bobot sebasaimda dimaksud pada ayat (t) rercantum pada
kolom 8 Lampiran I dan merupakan bagjd yang tidak
terpisahkan ddi P€raturd cubemur ini,



Pasal a

(1) Pengenaao PKB untuk Kedda.aan Bermotof Angkutan Umum
orms ditetapkan sebesar 300/0 (liga puluh persen) dari dasar

{2) Peneenaan BBN KB untuk KendarEan Be.motof Angkula.
Umum ordg ditetapkan sebesar 30o/r (tiga puluh persen) dai
dasar pengenaan BBN-KB.

(3) Pensenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
bdang ditetapkan sebesar 50% (lina puluh pe.sen) dari dasa.

{4) Pengenaan BBN KB untuk kendaraan bemotor angkutan
umum barang ditetapkan sebesar 50o/o (lima puluh persen) ddi
clasar pengenaan BBN l<8.

6-

Pas.l 9

Dasar Pengenaan PKB sebagaimara dimaksud dalam Pasal 8
tercantum pada kolom 9 Lampi.an I dan meNpakan bagian yang
tidak terpisankan dari Peiaturan cubernur i!i.

Pasal l0

Pengenaan PKB dd BBN-KB sebagaimana dimaksud datatu pasal
8 hanya berlaku untuk anglatan unum sebagai beiikutl
a. yang dimiliki oieh Badan Hukum Indonesia yang bergerak

dibidang Angkutan Umum Oreg atau Ba.angj
b. memiliki izin penyelenggaraan angkuran umum dd Buku Uji

kendarad bermoior ydg masih berlakuj dan

c. dilengkapi 'fanda Nomor ]{endaFan Bemotor dengan *ama
dasar kuning tulisan hitam.

p.sat 11

(1) Penghitungan dasar penaenaan PKB dan BBN KB untuk
kenda.ad bermotor yang dioperasikan di ai sebagaimara
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan be.dasafkan
penjuhlahan nilai jual ranska/body dan nilai jual moto.
penggerak kendaraan bemotor di air.

(2) Nilai.jual raneka/body kendaraan bermotor ydc dioperasikan
diair sebasainana dimaksud pada ayat (l) dibedal{an menurut
jenisi isi kotor (CT/gross tonnage) dtaE OT 5 sampai dengan
cT 7, iunssi, dan umur Engka/body.

(3) Nilai juaL motor penggerak kendaraan bermoror yang
dioperasikan di air sebagaimana dimaLsud pada ayar (lJ
dibedakan menu.ut daya kuda/horse power dan umu. motor.

Pasal 12

(1) Nilai jual rancka/body kenda.aan bertuotof yang dioperasikan
di air sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayar (2)
dibedakan bedasarkan jenis bahan konsrruksi ranska/body,



b.serat, fiber, kdet, dan sejenisnyaidan
c. besi, baja, ferocement, dd sejenisnya.

(21 PenSgundan kFrder.d oe-no.o \ang diope-asihan di €.
drkelompokkan berdasa.kd fu.Bsi ydru
a, dgkutan penumpdg dan/atau barang;
b. penangl€p ikani dd
c. pesid, olanraga atau iekreasi.

Pasal 13

(1) Nilai jual raneka/body kendaraan bermoto. yang diope.asikan
di air sebagaimana dimaksud dalam pasal t2 ayat (t) djjadikan
.lasar pengenaan PKB dan BBN KB untuk keroa.@n be.mororydg dioperasikd di air.

(2) NJKB dan dasd pengenaan pKB dm BBN KB untuk
Kendaaar BTrc.o )dB d,ope-asikd di 6ir srb€gd1"na
o'ma{cua pdda ar4( nl lFrccnrh dctdm t2np.rd .rt d"n
rerup. ker bagcn vd8 id€k (rp.sahk4n d€-i Dcrdr .".

pasal 14

(l) Penghit'rnsd dasar pensenaan pKB dan BBN_KB untuk
Kendd@n Be.moto. Alat-atat Eerat dan Alaralat Besar
sebagamana dimaksud ddm pasal 2 huruf c ditetapkan
berdasarkan NJ]<B Alat alar Ee.at dan Alar_atat Besar.

(2) Dald hal NJXB Atat alar Berat dan Alat-atat Besa.
pembuatan sebelum tahun 2019 tjdat{ diketahui, ditetapkanb-dd)rken |a,k orra,k.d .rbcgarmdnc dimdlsLd dri-m p€\al

b-rddsa-kan H.ree JUE jcng r"rrd.un
ordare Faktur atau Invoice

pasal 15

(r) NJKB alar-alat berat db alat alar besar sebagainana
dimaksud dalam pasal 14 dijadikan dasar pengenaan pKB {jan
BBN KR

(2) Dasar Pengenaan PlrB dan BBN KB untuk alat atat berat dan
alat alat besd sebagaimana dimaksud pada ayat (t)

Lmp,,. I dr, neruprkan bzsian )a sudalr reroisdikan od: oeral an CubrrnLr.n-.

pa6al 16

5TI: B,-*l 91p,' n ene €prcn NJKB ,-o.sdr d.(dr pF. send.-
11: .i'^::':.18 

"!1: l"-d"r"an B-rn oLor Ke.eLa .a .oen8 j,"uremp-r. Nrta Ju€ Ubdi brnrL* d.n ua. .r M"rn )dr C oet. ntercdtum dalam Lampjrd peratu.d cubernur xtr,



BAI III
KETENTUA{ PDNUTUP

pasal lT

rdggal
Agar setiap ormg mengetahuinya, memerintahkan
P"r.rurh Cub"rns I dengd p-n"n ocrdr . r.
Daera,Lr Provifsr REu

Ditetapkd di Pekanbaru
paoa ranggar

 
cueeewu* nra

YAMsvADiunddgkan di Pekebaru
pada knggar

SEKRMARTS DAE

AII I1IJAZI
BERITA DAER,AH PROVINSI FI]AI] TAHUN 2OT9 NOMOR

SI RIAU,

PentuEn Gubernur ini mutai berlat<u pada 
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PENJELASAN

PERAAURAN CUBERNUR RIAU
NOMOR

I.

TENTANG

NILAI JUAL KENDARAAN BERMO'IOR DAI{ NILAT JUAL UBA! BDNTVK
KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBDLUM TAIIUN 2019

UMUM

Peme.iatah Provinsi Riau telah mengambil tangkah penyederhanaan
Punsutan Daemh dengan tujuan untuk memberikan tandasan dan pedoman
yang kuat dalam pungutan Pajak Daerah, se.ra mcngoptimatkar polensi
Pendapatd Asli Daerah (PADI yang lebih Luas dan beriangsuns jawab. Hal ini
bertujum unruk tuendulans petaksan@n lembansunan dt; pelayanan kepada
Msyaraket serta meningkatkm perrumbahan pereLonomian didaerah.

Berdasdkan Peraturan Mente.i Dalam Negei Republik Indonesia Nomor t4
Tanun 2019 tentang Penghjtungan Dasaf Pengenad Pajak Kenddaan Bermotor
dan Bea Balik Nma Kendaraan Bermoror 'fahun 2Ot9 pe.lu penghirungan
Dasar Pengenm Pajak Kenda.aan Bermotor dan Bea Batik Nama Kendaraan
Bermotor yang ditetapkan sebelum tahun 2019, serta Kendaraan Bermolor
beroperasi diAir dd Ubah Bentuk sesuai peruntukdnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal ini memuat pengertian istilah ydg dipergunakan. Dengan adanya
pege.tian tersebut, dimaksudkan mencegah rimbulnya salah rafsir dan salah
peogertian dalam memahami dan melaksanakan pasal pasal yang bersangkutan
sehinesa wajib Pajak dan Aparatlrr menjalankan hak dan kewajibannya <japat
be.jalan denean lancd dan akhirnta dapat dicapai te.tib adminisr;si,
Pengertian ioi diperlukan karcna istilah isritah tersebut mengunddg pengdiian
ydg baku dan teknis.

u,



Ayat (1)

Conloh pengenun PKB untuk kendaraan be.motor angkutan umum
ordg ditetapkan sebesa! 30% {1iga puluh pe.sen) kendaraan bernolo.
buke umum, angkutan umum o.ang, angkutan umum barang I. Jenis / MeEk/ ryec . royorA/Hr AcE CoMMUTER Mr

. Nrai Jual (enddaan Bcedor INJKs)

'K.'d'BerEototAnghla'Un

Contoh pengen@n BBN KB I untuk kenddan bermotor angkutan
umum ordg ditetapkan sebesar 30d/o (riga puluh pe.senl kendaraan
bermotor bukan umum, angkutan umum orang, BBN KB llkcndaraan
bermotor bukd unum, bukd umum warisan, angkutan umum o.ane.- Jenis / Mdek/ rypc = Mrrs cdt Dieser FE supER HDx 11x2) M/r

NihiJurr (cndalaan B4moror (NJK8I = Rp 264000000,

Ayat (3)

Conioh pengenan PKB unruk kenda.aan bermotor angkutan umum
bdans ditetapkan sebesar 50% (lima putuh persen) kendaEan bermoror
bukan umutu, angkutan umum bafang, umum khusus ubah bentuk
sesua leruntukdnya



11-

J.nr / Me€k/ aFe " royorA DYNA l0m11x2)M/r
NihJuar knda'aan BemdbriNJ(B) . Rp.247 oo0.ooo,

- Rp7 r33.eso,. {Bulao umuml

. R! 237e.63o, iunuml

Contoh pengenad BBN-KB I unruk kendaraa! bermoto. angkutan
udum baranS ditetapkan sebesar s0% (lima puluht persen) bukan
umum, angkutd umum barang, EBN-KB II bukan uhum, bukan umum
rva.ism, anglatan umum barang, angklrtan umum bafang wa.isan.

' rcYorA DYN^ rr0 m(4x2) M/t

Cukup Jelas
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Ayat (21

Contohdasd pengenaan PKB dd BBN KB untul kendaraan bermotor
yang dioperasikd di air.

(onhksi kara - Penanckap ikan
Isi kob. Gr to.)

'Nilaijuar nnska/bodydan rmu'nnska = Rp. 2 e00.000.' uDu! Encka 3 rahun

- Nihi juar Bdq pcnseak dad u

.jenisnF = AngkuhnPenunPd8
Isi kotor or {6n)
Nilai juarEngka/body dan unnr Rngka

. D,J" k da P()
Niraijual mobr penssak da! um

- BBN'$ tr {wansanl

Contoh pengenan PKB untuk kendarmn Alat Alat Berat dan Alat-Alat
Besa. diletapkd sebesar 0,20% (nol kofta dua luluh persenj

- JeDis / Mqek/ ry?e . HnAcHrzx r33 MF/EXcavAroR

lNJrcl . Rp. r 16ro0oooo,
= Niai JDlr (sndrnan BflDoto.INJG)

contoh pengenaan BBN-KB Penyerahan I (Pertana) untuk Alat Alar
Berat dan Ala!-Alat Besa. ditetapkan sebesar 0,750/" (nol koma tujuh

. Jenis / Merek/ aype = HrrAcHr^ r4 MF/Exc^tAmR

, Nirai Juar rcndaEa! Belmob! INJG) = Rp. r.167.000o00
= NisiJuar Kendanan Bermoror IIJKB)

Contoh pengenad BBN KB penye.ahan ll (kedua) dan seterusnya untuk
kendaraan Alat'Alai Berar dan Alat Alat Besar diletapkan sebesd
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0,075% (nol koma nol tujuh puluh liha persen) dan untuk wafisan
ditetapkd sebesar 0,007s0/o (nol koma nol nol tujuh puluh lima pe.sen).

- J.nis / Msek/ rype - BTTACHI ar 133 MF/EXCAVATOR

INJrcJ . Rp L.r6?.ooo.ooo,

- BBN-X! II {wrrrsaDt

TAMBAIIAN BERITA DAERAII PROVINSI RTAU TAEUN 2019 NOMOR



NOMOR :
TA|.iGGAL
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